
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Dacrah Tingkat LI
dan KOtsprnja di Sumatera, Selatan (Lemharan Negara. RJ Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pcmbcntukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali rerakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara RI Tahun 2008
Nomor 59. Tambahan LernbaranNegara RJ Nomor4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 temang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintab PUSSI dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgam RJ Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Rl Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentong Pnrrai Polltik (Lembaran Negara
RJ Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara RTNomor 480 I);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tenrang Pemillhan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyai, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran ·NegllfO. RI Tshun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lernbaran Negara RlNomor 4836);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajeJis Pennusyawammn
Rakyat, Dewan Perwakilan, Rakyat, De\\o'<U1Pcrwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara RJ Tabun 2009 Nomor 123,
Tombahan L(.'D1bMIDNegarilillNomoJ 5042)j

8. Pcraturan Pemerinlah NOlnO(58 Tabun 2005 tenlang PengeJolaan Keuangen
Dacrah (Lembaran Ncgara R1 TnhlU'l2005 Nomur 140, Tambaban Lembaron
NCgAf8Itt Nomor4578);

a bahwa Panni Politik merupakan salah satu wujutl partisipasi .masyarakat yang
penting daJam mengernbangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi
kcbcbasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran serta Partai Politik juga
rnerupakan asset negara ;

b. bahwa dengan telah ·ditctllp~lInnyaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik sejalan dengan Peraturan Pcmerintah Nornor 5 Tnhun
2009 rcntang Banrueu Kcuangan Kepada Panni Politik dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Icmens Pcdoman Tam Cam
Penghiiungan, Pcuganggaran Dalam APBD. Pengajuan. Penyaluran, dan
Lapornn Pertanggungjnwaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partni Polltik,
maka pengaturan pcmbcriao banruan kcuengan Pemerintah Kota Palernbang
kcpadn partni politik yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah KOla Palcmbang
Nomor 3 Tuhun 2007 teulaJlg Bnuruan Kcuangan Pemerimnh KOIll Palernbang
Kepada Panai Politik peril! ditinjou dan diperbaharui ;

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a dan
hnruf b, perlu membcnruk P.ernnlmn Daerah Kotn Palembang rentang Banruan
Keuangan Pemeriruah KOla Palembang Kepada Partai Politik,

WALIf(OTA l'ALEMBANG,

PERATURANDAERAR KOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2010
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BANTU AN KEUANGAN PEMERTNTAB KOTA PALEMBANG
KEPADAPARTAl POLll'lJ(
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Dalam Peraruran Daernh ini. yang dimaksud dengan :

J. Daerah adalah KOla Palcrubang,
2. Pcmerintnh Kotn adeleh Pemerintah KOI3 Palernbang,
3. Walikoia adalah WaJikoLaPalcmbang.
4. Dewan Perwakllan Rok)·OI Dacrnh yang selanjutnya disingka; DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyul Daerah KOl8 Pal em bong.
}. Pnrtai Politik ndalah o rgnnisllsi ynng bersifai nasional dan dibentuk olch

sekclompok wargR Ncgaro Indonesio secara sukarela ams dasar kesameaa
kehendak dan eitu-cita untuk rnemperjuangkan dan mcmbcla kepcmingan politik
anggom, masynmknt, bangsn dnn Negara sena rnemelihara keutuhau Nccara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun L945.

6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjumya disingkat DPP adalah
pengurus Panai POIiLik Tlngkat Nasional yang diretapkan berdasarkan basil
Keputusan Muna.<:IKongreslMulruunar ~l8U sebutan yang sejenis yang telah
terdaflar di Depanemea Hukum danHak Asasi Manusia.

7. Dewan Pimpinnn Daerah Panai Politik yang selanjuLnya disingkar DPD !lIBU

sebuian lainnya adalah pengurus p8rtai politik Iii Tingkat Provinsi yang
ditetapkan berdasarkan basil Kcputusan Musyowllroh Daerah mau sebutan
lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Panai Politik.

Pasal 1

(Jl)TE~TUANUMUM

DABI

PER<\TURAN OAERAA TENTANG DANTUAN KEUANGAN
PFJ\IERINTAll KOTA PALE~iBANG KEPADA PARTAI POLITIK.

~1E~rUTUSKAJII:

WJ\LlKOTA PALEMBANC

don

DE'VAN PElt\VAKILAN ItAKYATDAERA11 KOTA PALEMBANG

Dengnn Persetujunn Bersama

9. Peraruran Perneriniah Nomor 38 Taltun 2007 tentllog Pcmbagian U=
Pemerintahan Amaro Pemcrinrah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Ncgara RJ Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaren Negara RI Nomor 4737);

10. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2009 teniang Bannmn Keuangan Kepada
Partai Politlk (Lcmbaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negnro RJNomor 4972);

II. Peraiuran Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedornan Tara
Car-a Pcnghlnmgsn, Penganggaran Dalam APBD. Pengajuau, Pcnyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bauman Keuangan Partai Politik

1"2.Peraturan Daerah KOl8 Palembang Nomor 2 Tahun 2007 LenLangPokok-Pokok
Pcngelolaan Keuangan Dnerah (lembaran Daerah KOl8 Palcmbang Tahun"2007
Nomor2).

D. Peraturan Dacmh KOID Palembang Nomor 6 Tahun 2008 rentang Urusan
Pemerintahan KOI3 Palembang (Lcmbaran Daerah KOIll Palembang Tahun 2008
Nomor6);

14. Peraturan Daerah Kalil Palembang Nomor 10 Tahun 2008 ten tang Pembcnrukan,
Susunan Organisasi don TOl8 Kerja Lernbaga Teknis KOla Palemhang
(Lembaran Dneroh KOIUPalernbang Tahun 2008 Nomor 10).
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(2) Penentuan bcsarnya anggaran bantuan keuangan kepada panai polltik
mernperhatikan kemampuan keuangan daerah,

(l) Bantuan kcuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di OPRD
dianggarkan seriap tahun oleh Pemerintah KOla.

Pasal4

Bantuan keuangan kepada partai pollok yang dialokasikan setiap tahunnya dnlam
APBD sebagalmann dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dianggarkan dalam jenis
belanja bantuan keuangan dcngan objck belanja bamuan keuangan kepada panai
politik.

J'nsal3

BAilin

PENGANGGARAN DALAM APBD

(5) Besarnya jumlah bantu an yang diborikan kepada Panai Politik yang mendapat
kursi di DPRD adalah jumlab perolehnn suara Partai hasil pernilu Tahun 2009
dikallkan dengan nilai bantuun persuara scbagaimana dimaksud pada uyat (4).

(4) Perhitungan nilai banrnan persuara untuk Panai Politik ada1ah jumlah baniuan
APDO Tahun Anggaran 2008 ilib,ag! dengan jumlah perolehan suara basil
Pemilu Df'RD periode Tahun 2004 berdasarkan perhiumgan suara yang
ditetapkan oleh KPtL

(3) Bantuan Keuangan kepada Panai Poliuk sebagaimana dimaksud pada ayai (I)
dibcrikan setiap Tahun Anggarnn,

(2) Bantunn Keuangaa scbagaimens dhnaks\1d pada ayat (I) diberikan kcpada
Partai Polirik yang mendapat kursi di DPRO KOla Palembang hasil Pemilu
Tahun 2009 secarn proporsional yang perhirungnnnya berdasarkan jumlah
pcrolehan suara,

'Pnsal2

(1) Untuk mernbanru kegiman dan kelancaran administrasi dnnIOIlIu Sekrctarim
Partai Politik, Pemerintah Koia mernberikan bantuan keuangan kepada Partai
Polilik.

pEl\'mRRfAN llANTUAN KEUANGAN

BASll

8. Dewan Pimpinan Cabang Pnrtai Polit.ik yang selanjurnya disingkat OPC atau
sebutan lainnya adalah pengurus panai politik di Tingkat Koia yang dltctapkan
bcrdasarkan hasil Kcputusan Musyawarab Cabang atau sebutaa lainnyn yang
diretapkan oleh Dewan Plmpinan Daerah Panni Politik.

9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Koruisi
Pcmilihan Umum KOla Pnlcmbang,

10. Banruan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dati Anggaran
Pcndapatan dan Bclanja Dacrah yang dibcrikan sccara propcsional kcpada Partai
Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyai Daerah Kota
Palcmbang yang pcnghitungaunya bcrdasarkanjumlsh perolehan suara.

II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjumya disingkat APBO adalah
rencana keuangan iahunan Pemerintah KOIl!Palernbang yang ditciapkan dcngan
Peraturan Dacrah,
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(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimsksud pada a)'al (1) di Keroai Kepala Badan
Kesntuan Bangsa, Politik dun Perlindungan Mnsynralmt KOlaPah:mbang.

(3) Kcauggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari
Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah dan lnstansi tcrkalt,

(4) Pembcmukan Tim Verifikasl sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota ..

(5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi pcngajuan bantuan keuangan kepada
Partai Polttik sebagaimana .dimaksud pada ayat (J) dibebankan pads A1'BO.

(I) Verifikasi kcleugkapan administrasi pengajuan bamuan keuangan kepada
Partai Politik sebageimene dimaksud dalam Pa.~1 5 dilokukan oleh Tim
Ycrili,kasi Kelengkapan Adminisrrnsi PengnjuBn Pcrmohouan Bantuan
Keuangan Partal Politlk.

BABY

VERIFJ:KASl KELENGKAPAN AD~DNlSTRASIPARTAlPOLITIK

P;J~a16

(2) Lampiran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap Z (dua).

(3) Sural permohcnan, sebagaimana dimaksud pada ayai (I) tembusannya
disarnpaikan kepada Ketua KPU dan Kopala Badan Kesatuan Bangsa, PoJitik
dan Perlindungan Masyarakar Kota Palembang.

a. sural keputusan DPP Partai Polhik yang .mcnctapkan SUSUDnn
Kepengurusan OPC Partai Politik Tingkat, Knill yang dilegalisir oleh Ketua
lJmum <Ian Sekretaris Jeudcral OPP Partai Pulitik atau sebutan lainnya ;

b. foto copy sural keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (J\IPWP) Partai
Politik ;

c. sural keterangan auremikasi hasil penetapnn perolehan kursi dan suara
panai politlk hasil pcmilahan umum O!'RD yang dilegalisir Ketua aiau
Sekretaris KPU ;

d. nomor rekening kas umum Partai Poliuk yaug dibukrikau dengan
pernyaraan pernbukaan rekening dati Bank yang bersangkuran :

e. reneana pcngguuaen dnna bamuau kCU8111lWlPanal Politik ;
r. laporan realisasi pcnerimaan dan penggunaan banruan keuangan rahun

anggarnn sebelumnya ;
g. surat pernyataan partai pclltlk yang menyaiakan bersedia dituntut sesuai

peraruran perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang ridak
benar yang dit811datang~niKetua dan Sekretaris ope atau sebutan lainnya
diatas materai dengan rnenggunakan Rap surat partai polirik.

(I) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan
SCC8rn terrulis olch [:lpe Partai Polirik ditandatangani olch Kerua dan
Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana
bantuan keuengau.kc rekening K8S Urnum Partai Politik dengan menggunakan
Kop sural dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan
administrasi berupa.:

l'asal 5

BAS IV

PENGA.JUAN UANTUAN I<EUANGAN PARTAI POLITTK
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n. administrasi umum;
b. berlangganan daya dan jasa ;
c. pcmcliharaan dalll dan UFSip; dan
d. pemeliharaan peralatan kamor.

Kegiatan operasional sckretariat panai 'politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal l l.berkai Ian dengan :

}'as:lllJ

PSS1lI 12

(1) Kegiatan pcndidikan politik sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal II, berkaitan
dengan :
3. peningkatan kesadaran hak dan kcwajlban masyarakat dalam kebidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara:
b. peningkatan partisiposi politik dan inisiatif masyarakat dalarn kehidupan

bermasyarakar, berbangsa, dan berncgara; dan
c. peningkatnn kemandirian, kedewasaan, dan rnembangun karakter bangsa

dalnm rncmcliham pcrsatuan dan kcsatuan bangsa.

(2) Kegintnn pcndidikan pollti I: scbagaimann dimaksud pada ayat (1).
dilaksanakan dengnn memperharikan keadilan dan kesetaraan gender unruk
mernbangun erika dan budaya politik SCSlJ8i dengan Pancaslla,

P.aSJlI II

'Bamuan keuangan panai polijik digunakan sebagai dana penunjang kegiaian
pendidikan polirik dan operasional sekretariat partai politik.

HABVn

PENGGUNAA.~ BANTUAN KEUANGAN PARTAIPOLITTK

Pll~al 10

Kerua :lI1lU sebutan lainnya purtui politik tingkat KOla mcnyampaikan tanda bukti
penerirnaan baruuan kcuangan yang yang dlsalurkan sebagaimana dimaksud dalam
PIIS8I9 kepl1(1aWalikota melalui Pejabat Pengelolu Keuangan,

BABV(

PEI\'YALURAN llANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POUTlK

Pasal9

Penyaluran bantuaa keuaugan kc rekening Kas Umum Panni Polirik dilaksanakan
oleh pejabat pengelola keuungan atas persetuiuan Walikota.

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi peugsjuan banman keuangan
panai politik disampalkan oleh Tim Veri fikasi kepada Walikota dengan
melampirkan kelengkapan persyaratan.administrasi permohonan bamuaa keuangan
partai politik sebagai satu kesaruan yang tidak terpisahkan.

1'asaJ 8

(2) Format berita Beam hasil verilikasi scbagaimana dirnaksud pada arat (1)
tercanturn dalarn Lamplran J Persrursn Dnerah ini.

Pusol7

(1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi pennohonan banruan keuangan panai
polirik dibuat dalam Berita Acara,

5



Dcngan ditctapkannya Pemturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah KOla
Palembang Nomor 3 Tahun 2007 lenrang: Ballman Kcuangan Pernerintah KOla
Palembang kepada Partai Politik, dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal22

PENUTUP

B.'\U VU

(2) Penghitungan, penganggaran dalam APDD, pengajuan, penyaluran.
penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan panai politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 nyQI (2) berpedomaa pads Pcraruran
Pcmcrintah Nomor 5 Tahun 2009 tcmang BIIJIlUall Keuangan Kepada Partai
Politik dan ketentuan daJam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2009 tentang Pedoman Tala Card Penghitungan, Penganggaran Dalam
APBD, Pengajuan, Pcnyaluran dan Laporan Penanggungjawaban Penggunaan
Bantuan KUUtlllg:1I1 Partai PoJitik.

(I) Pengejuan, pcnycrahan dal) lnporan penggunaa» bantuan keuangan kepada
partai politik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (I) berpedoman
pada Peraturan Pemerimah Nemer 2() Tabun 2005 tentang Bamuan Keuangan
Kepada Partai Politik dan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2005 tcntang Pedoman. Pengajuan, Pcayerahan; dan Laporan Penggunaan
Bantnan Keuangan Kepad!i Panni Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomnor 25 Tahun 2006 temang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomcr 32 Tahun 2005 temang Pedoman Pcngajuan, Pcnycrshan, dan
Laporan Penggunaan Bamuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pnsnl21

(4) Besarnya bantuan keuangan yang. diterima Partai Politik sebagaimana
dimnksud padn nynl (2), dlhitung secara proporslonul muloi sejak
diresmikannya keangotaan DPRD hasil Pemilu Tabuo 2009 sampai dengan
siso wakru tahun nngg,aral1'2009.

(3) Hesarnya banruan keUIIl1!l"8J\ yaJlg ditcrima Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada uyal (1), dihitung S('C<ITlI proporsional berdasarkan rentang
waktu sampai dengnn berakhirnya masa keangotaan DPRD hasil Pernilu
Tahun 2004 dalaJTII (:.aIU) lahun anggaran 2009.

(2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapaikan kursi nPRD .hasil
Pemilu Taboo 1009 diberikan berdasarkan Peraruran Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 rentang Banruan Keuangan Kepada Parmi Polirik, rerhirung sejak
diresrnikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tallon 2009.

(I) Banruan keuangan kepnda Portal Politik yang mendapaikan kursi di DPRD
hasil Pemilu Taboo 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nemer
29 Tahun 2005 tentang Baniuan Keuangan Kepada Panni Politik sampai
dengan diresmikannya keanggotaan DPRD basil Pernilu Taboo 2009.

Pll~a120

KE'l'ENTUAN PERALlliAN

.~A8IX

7



B EDDYSANTANAPUTRA

~qJldl~.mb~
"'-ttl Dng.oa1 -z.,~-o- 2010

6El<JtETAAlS DAIiJlAH
KOTAPALaU!JlHO

C:::::.-!-~::~
LElleAMH DAI!lW! KOTA pAi fUDAN()1

TAtiUN 2010 • NOMOI! \0

ALlKOTA PALEM8ANC,

Dltetapkan di Palernbang
pada 131IggaJ 1-~Agustus 2010

PeraiuranDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetehuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daemh ini, dengan pcucmpatanuya dahlin Lembaran Daerah Kola Pal embang.

PJlSl1124

(2) Hal-hal yang bersifat teknis belum cukup diatur dalam Perauirnn Daerah ini.
sepanjang mengenai pclaksenaanaye akan diletapkan lebih 131Ijul olch
Wallkota

(I) Badan Kesaiuan Bangsa, Poliiik dan Perlindungan Masyaraka: KOUl
Palernbang sebagai instansi teknis pclaksena Peraturan Daerah ini.

Pasnl23
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II. DDY SANTANA PUTRA

\V IKOTA PALE.l\ffiANG,

( )

( )

( )

( _ )

( )

( )

( )

~ ~.-~-D,..IVUI""n' ~4i6I -.
1.~'<IIARA)jDAEAAIIKDTA PALl.lIaANO

nHVH 1lI10 1l0Me..t.10

llt:!'4>ne"""<5 ........ ba"9
P.,j:,. C.noG.1 0." - 1- 2010

SEAAlnjl RIS DAI!JIAIt
KOTA PALEWIAN(;

7 .

5 .
6.

3 .
4 .

Kerua
Sekretaris

Anggom

Anggota

AlIggota

Anggota
Anggota

I. . ..

2.

TiM VERlFIKASl
KELENGKAPAN ADI\UNlSTRASI BANTUAN KEUANGA!'f

KEPADA PARTAl POLITIK

Demikian Berita Acara Hasll Vcrlfikasi Kelcngkapan Adminlstmsi Ballman Keuangan kepada
Partai .... ini, dibuat untuk dapat dipergunnknn scbagalmana rnestinya..

Bcrdasarkan husil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Kcuangan kepada Partal
Politik, Tim menyatakan baIJ\Y8 Partai retch memenuhl persyaratan untuk mendapatken
baniuan keuangan dari Pcmerintah KOIll Palembang yang didasarkan pada hll.~ilperolehan suara pada

Ponai Politik yang mendapaikan kursi di DPRD KOla pada Pernilihan Umwn Tahun .......
sebanyak suara sah X Rp =Rp .

Pada .hari ini tanggal Quinn Tahun Tim Verifikasi Kclengkopan
Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Kepurusan Walikota
PaJembang Nomor Tahun tanggul ~ telah meloksanalmn verifikasi persyar.uan
administrasi bantuan kcuangan Partai POlilik Tnhun yang diajukan oleh OPPIDPDIDPC

FORl\fA T IJERITA ACARA VERIFrKASI KELENGKAP AN ADMINISTRAST
DANTUAN KEUANGAN KEPADAPARTAI ......

LAMPlRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA PALEl"mA.'~G
NOMOl{ : 10 TAHUN 2010
TANGCAL: 'a.~ ~eurt),. 2010
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN PEMJ;RTNTAH

KOTA PALEJ'.mANC KEPADA PARTAl
POLITIK

9·.



_.
~Cl~-'II'.
_.._.. 2010

S£l<ROTAf!l$ DAaIAH
KOn. P:atflffl'&'H(j

~.V::;AM - ~
t.alIIARAN DAI!JWIKOTA PAU!IoI8,\HO

TAHUN20'0 NOMC)Rto

WALIKOTA PALE!\ffiANC,

( )( )

Beodahurn UmumlBendaharn
~Icngclahui :

KelWl Umum I Kctua

No Jenis Penaeluaran Jumlab (Up) Realaasl (Ro) Kct Cl'1lngan
J Z ] ~ 5

r4- PENDIDIKAN POI.ITlK
8. OI'ERASIONAL SEKRETARIAT

I. Administrasi Umum
B. Kepcrluan ATK
b. Rapar Internal Sekretariat
c. Ongkos Pcrjalanan Dinas daJam

rangka mendukung kcgiatan
opcrasional sekretariat

2.1...B .n Daya dan Jasa I
a. Telcpon dan lisuik
b. Air Minum l
c. Jasa Pos dan Giro
d. Surat Menvurat

3. Pemeliharaan data dan nrsip
4. Pemeliharaan Peralatan Kantor

Jumlah

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bamuan keuangan paztai politik yang telab
uiperiksa BPK pada tanggal bulan Tahun (terlampir) sebagai berikUl :

FORl\1AT LAPORAN PERTANGGUNGJA WAllAN
BA.I'{TUAN KEUANGAN PARTAI POLlTlK ..

TAHUN ANGGAIL\N ....:......._

LAMPmAN 11: PERATURAN OAERAl:l KOTA PALEMD,\l'lG
NOMOR 10 TARUN 2010
TANCGAL: :U ~"slvs 2010
TENTAJliG : BAl'ITUAJIi KEUANGAJIi PEMERINTAH

KOTA PALEl\1DANG KEPAl>A PARTAT
POLTTIK
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